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l'EMEHINT/\H K/\BUP/\TEN 130GOR 

DINAS PENDIDIKAN 
JI Ny;rn1.111 N11 I Kl'I Teng.th Kn· C1h11w11g - I <,<JI '1 Tcl p. Ol l 0 753 19 l 

" KEPUTUSAN 
KEPALA OINAS PENOIOIKAN KADUPATEN BOGOR 

Nomor : 421.'1/A S? - Dil<mcn 

TENTANG: 

IJIN PENDIRIAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SAPTA MARGA 

lALAN MESJIO AL-BAAUYAH, KEBON KOPI RT.05/10 KELURAHAN PABUARAN 
KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR 

1enimbang 

Mengingat 

KEPALA OINAS PENOIOIKAN KABUPATEN BOGOR : 

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan 
kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang 
pendidikan, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) SAPTA MARGA yang berlokasi di Jalan Mesjid AI-Baaliyah, Kebon Kopi 
Rt.05/10 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogar; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu mcnetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogar 
tentang Ijin Pendirian (Sekolah Menengah Kejuruan) SMK SAPTA MARGA, 
Bidang StJdi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi; 
1. Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika; 
2. Paket Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan; 
Bidang St:.idi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa 
1. Program Keahlian : Teknik otomotif 
2. Paket Keahlian : Teknik dan Bisnis 

Sepeda Motor 
yang berlokasi di Ja!an Mesjid AI-Baaliyah, Kebon Kopi, Rt 05/10 Kelurahan 
Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogar; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah 
Kabupatcn Dalam Lingkungan Jawa Barat (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor: 8); 

2. • Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tcntang, Sistem Pendidikan 
.• Nasional ( Lcmbaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tah!.Jn 2004 tentang, Pemerintahan Daerah 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran NegariJ Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2005 tentang penetapan 
Peraturan Pemcrintah Pengganti Undang Undang; 

4. reraturan Pemerintah Pengganti Undang-Und3ng Nomor 3 Tahun 2005 
tentang, Perubahan Undang-Undang Nomor · 32 Tahun 2004 tentang, 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 45'18); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang, Pendidikan Menengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telc,h 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran 
Negara Republik I ndonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Nc9s1ra Republik Indonesia Nomor 3761); . 

6. PerJturan Pemcrlntah Nomor 19 tahun 2005 tentang, Standar Nasional 
Pendidikon ( Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41); 
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
2013, tentang 5tandJr Pendidikan Nasional; 
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Memperhatikan 

, 

7. Peratu~an Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan 
Pemenntahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerin_tahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R~publik 
Indones~a Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, ten tang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lemb~ran Nega~a RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

9. Perat_u~an Pemerintah - Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan 
Pend1d1kan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Penngelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105 ) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 
060/U/2002 Tanggal, 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; 

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar 
dan Menengah; 

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan 
Pendidikan Dasar dan Menengah; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006, tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan 
dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boger Tahun 2008 Nomor 9); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogar Nomor 11 

·Tahun 2008); 
18., Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nomor 6 Tahun 2011, tentang 

• Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogar Nomor 6 
Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogar Nomor 56). 

19. Keputusan Bupati Begor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin 
Pendirian Sekolah; 

20. Keputusan Bupati Boger Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005, tanggal 30 Mei 
2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi 
Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan; 

21. Peraturan Bupati Begor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata (pra Pendirian, 
Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan ijin Sekolah. 

1. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Urn um Norn or : 
C.256.HT.03.0l-TH.2006, tanggal 05 Juli 2006, tentang Pendirian Yayasan 
Pendidikan Marga AI-Baaliyah Begor; 

2. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Marga Al-Baaliyah, Nomor. : 
001/K/YPMA/Skep/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013, tentang Pendirian, SMK 
Sapta Marga; . 

3. Surat dari Yayasan Pendidikan Marga AI-Baaliyah, Nomor : 020/SM_K­
YPMA/K-15/XV /2014, tanggal 02 Mei 2014, perihal Permohonan !Jin 
Pendirian SMK Sapta Marga; . 

4. Surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor No,:nor 
: 563/8461-Penlatkertrans/2014, tanggal, 5 Desember 2014, penhal 
Permohonan Rekomcnd.asi; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menetapkan 
PERTAMA 

KEDUA 

5. Surat Dinas Kopcrasi UKM Pcrindustric1n dan Pcrd.igangan Kabu aten B or 
~omt ~ '122-5J

0
52·Umpcg, tanggal 23 Januari 2015, perlhal Rekbmenda~ ' 6

· ura amar J9ang dan lndustri (KADIN) Kilbupaten Bogor Nom~r : 
~~{J?P/ l / 2015, tanggal, 21 Januilri 2015, pcrihill Rckomendasi Pendirian 

I 

7 · Surat ~~nas Komunlkasl dan l nforrnasi Kabupatcn Bogor, Nomor : 
·l22/ ~~9;,. l/ Rck/20H, tJnggal 27 Dcscmber 2014, perihal Rekomendasi 
Pcndman SckolJh O~rbasis TI a.n. SMK SAPTA MARGA; 

8. SurJt UPT Pcndidik;in t<cc.Jmatan Cibinong, Nomor : 420/ 137-A/UPTP, 
tanggal 05 September 2014, pcrihal Rokomendasi; 

9. SurJt Dul-.ungan Dunia Usaha dJn DLmia lndustri / Mitra kerja Prakerin, dari 
• CV .SlNOORO Print Nomor : 01'1/CVSDR/II/2015, tang gal 24 Februari 

2015, pcrihal : Dukungan Pendirian SMK Sapta Marga; · 
• Kesepakatan Kcrjasama antara POT.SANGGA BAYU AJI dengan SMK 

SAPTA MARGA Cibinong, Nomor : 004/ SBA·KKS/III/ 2014, tanggal 26 
Maret 20H, dalam rangka pelaksanaan Prakerin; 

10. Surat Camat Cibinong, Nomor 420/69-Kesra, tanggal, 23 Juni 2014, Perihal 
R.el-.omendasi; 

11. Surat Lurah Pabuaran, Nomor : 503/ 68-Kesra, tanggal 10 Juni 2014, perihal 
Rekomendasi SMK Sapta Marga; 

12. Serita Acara Musyawarah Tim Penilai Ijin Pendirian Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Sapta Marga, hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014; 

MEMUTUSKAN : 

Memberi I j in kepada, 
Nama Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN MARGA Al-BAALIYAH 

Alamat : Jalan Mesjid Al·Baaliyah, Kebon Kopi Rt 
05/10 Keluarahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, 
Kabupaten Bogor; 

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan : 

N a m a SMK SAPTA MARGA 
Alamat Sekolah Jalan Mesjid AI-Baaliyah Rt 05/10 Kel. Pabuaran, 

Bldang Studi Keahlian 
Program Keahlian 
P.aket Keahlian 

Bidang Studi Keahlian 
Program Keahlian 
P.aket Keahlian 
Mulai Tahun Ajaran . 

Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor; 
Teknologi Informasi dan Komunikasi; 
Teknik Komputer dan Informatika; 
Teknik Komputer dan Jaringan; 
Teknologi dan Rekayasa 
Teknik otomotif 
Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 
2014 / 2015 

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berlaku 
sepanjang mematuhl semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registras1) setiap awal Tahun 
Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, penyelenggara Pendidikan 
atau Satuan Pendidikan diharuskan : 

a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendldikan bagi peserta 
didik yang orang tua / walinya tidak mampu membiayai pendidikan, baik 
peserta didik pendidikan berkebutuhan khusus, maupun peserta didik di 
daerah khusus; 

b. mclakukan dan/ atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan 
atau program pendidikan dengan berpedoman kepada Standar Nasional 
Pendldikan; 

c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta dldik yang memiliki 
potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak 
di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga pada ting'kat 
Saluan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional din 
lnternesional. · 

d. mcngembangkan dan melaksanakan sistem informasl pendidikan pada satuan 
pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi; 

e. mcnjamin jumlah dan kualifikasi pcndidik dan tenaga kependidikan sesuai 
dengan Standar Nasional Pcndidikan; 



 

 

KmGA 

KEEMPAT 

KE!...IMA 

KEENAM 

KETUJUH 

f. menjamin sarana dan prasar . . 
sendiri atas nama ana pend,d,kan yang didirikan di atas tanah milik 
peraturan/ perundan yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan 
digunakan untuk k g_•undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak 

cgiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran; 
Dalam hal pelaksanaa k 

1 alamat be . t' n cg a~a~ pcndidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah 
maka k.e rgan 1 . y_ayasan dan ·atau dipindahtangankan kepada yayasan lain, 
... ~~tusan 1n1 batal dengan sendirin\,'a dan harus mengulang mengajukan 
t)tn pendman sekolah baru; •· 

D_alam h~I pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhacfap 
Pthak _lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan 
~endid1k~n. maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung 
Jawab p,hak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal 
demi hukum. 

Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan 
KEEMPAT keputusan ini, baik disengaja maupun t idak disengaja sehingga 
merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogar, maka Surat Keputusan ini 
batal demi hukum; 

Segala biaya yang t imbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban 
dan tanggung jawab pihak penyelenggara Satuan Pendidikan; 

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan 
·, dalam penetepan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya; 

. 

Oitetapkan di Cibinong 
Pada Tanggal : ~ - O"> - 2015 

KEPALA, 

DACE SUPRIADI, SH, M.51 
Pembina Utama Muda 

NIP. 196301021986031017 
Tom~~n: . .. 
1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementenan Pend1d1kan dan 

t 

Kebudayaan Republik Indonesia; 
2. Yth. Gubernur Jawa Barat; . 
3. Yth. Bupati Boger Melalui Sekretaris Daerah (sebaga1 laporan); 
4. Yth. Kepala Oinas Pendidikan Provinsi Jawa Bara~; 

8 s. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Ka upaten ogor; 
6. Yth. (nspektur Kabupaten Bogo,; 
7. Yth. Camat Cibinong; 
s. Yth. Kepala UPT Pcndidikan Kecamatan Cibinong; 
9. Yth. Lurah Pabuaran, Kecamatan Cibinong. 

I 


